RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

:1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Unit Organisasi

:1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Sub Unit Organisasi

Program

:1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Kegiatan

: 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus

Sub Kegiatan

:1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus

SPM

: SPM Bidang Pendidikan

Jenis Layanan

. Literasi dan Numerasi

Sumber Pendanaan

: DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan

Lokasi

: Kab. Kaimana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kab. Manokwari Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kab. Fak Fak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Waktu Pelaksanaan

: Maret s.d Oktober

Kelompok Sasaran

: Provinsi Papua Barat

Alokasi 2024 : Rp. 0,00

Alokasi 2025 : Rp. 1.039.600.000,00

Alokasi 2026 : Rp. 850.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus 100 %
Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. 47,48 %
Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. 56,78 %
Rasio siswa per Rombongan Belajar SLB 5 Murid
Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. 66,97 %
Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. 67,43 %
Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. 73,00 %
Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. 78,00 %

Capaian Proaram Persentase SLB terakreditasi minimal B 80 %

P 9 Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB 82,09 Indeks

Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB 83,61 Indeks
Indeks Inkusisivitas SDLB 87,78 Indeks
Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB 88,22 Indeks
Indeks Iklim Keamanan SMALB 88,66 Indeks
Indeks Inkusisivitas SMALB 91,64 Indeks
Indeks Iklim Keamanan SDLB 92,22 Indeks
Indeks Iklim Keamanan SMPLB 93,29 Indeks
Indeks Inkusisivitas SMPLB 98,50 Indeks

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 1.039.600.000,00

Keluaran Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus 70 Orang

Hasil - -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus

Sumber Pendanaan

: DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan

Lokasi

: Provinsi Papua Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus

Waktu Pelaksanaan

: Maret s.d Oktober

Keterangan




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan

Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp.
1.039.600.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp.
’ 1.039.600.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp.
" 1.039.600.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp.
LU J 1.039.600.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp.
.1.02.02. J 1.039.600.000,00
. Rp.
5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.039.600.000,00
[#] Honor SLB Rp.
Sumber Dana : DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan 680.800.000,00
[ -] Honor SLB Sekolah Baru Rp.
680.800.000,00
Tenaga Honorer o Rp.
Spesifikasi : S1 37x8 Orang Bulan 2.300.000,00 0% 680.800.000,00
[ #] Penyediaan Honorer SLB di 6 Kabupaten Rp.
Sumber Dana : DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan 358.800.000,00
Rp.
[-1Honor SLB 358.800.000,00
Tenaga Honorer o Rp.
Spesifikasi : S1 B3x12 Orang Bulan 2:300.000,00 0% 358.800.000,00
Jumlah : Rp

1.039.600.000,00

Provinsi Papua Barat,

Kepala DINAS PENDIDIKAN

ABDUL FATAH, S.Pd, MM
NIP. 196505051988121006
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